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Pada han ini, senin tanggal satu bulan november tahun dua ribu delapan belas (01-11-
2018) kami vang bertanda tangan di bawah ini:

L PT TASPEN (PERSERO), dalam hal ini diwakili oleh Tambos Hutabarat, jabatan
Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERD) Kantor Cabang Utama Semarang
berdasarkan Keputusan Dircksi Nomor : KD-19%DIR/SDM.572017 tanggal
5 September 2017 tentang : Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertinduk dalam jsbatannya
tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSCRO) berdasarkan Anggaran Dasar yang
dimuat dalam Akta Momor 4 ngeal 4 Ianuari 1982 diboan di hadapon Imas Fatimah, Sarjana
Hukpm, Motaris di Jakarta dan telah didafiarkan i Pengadilan Megeri Jakarta Pusat, Nomor
347 tanggnl 4 Februan 1983, vang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan
Aktn Nomor 3 mmggal 9 Ckiober 2017, dibuat di hadapan Pashala Sutrismo  Amijoyvo
Tampobolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotaniatan, MNotaris di Jakarta, vang perubshannya
telah diterima dan dicats di dalam dorobase Sistem  Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Okiober
2017 MNomor AHU-0125527. AH.01.11, Tahun 2017, untuk dan atas mama PT TASPEN
(FERSERD), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprapto Momor
45 Compaka Putih Jakaria Pusal, selanjuinya disebur “PIHAK KESATL™;

. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN, dalam hal ini diwakili oleh
dr. M. Syukri, MPH, jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang
Nomor 1B0.182/57T/KEP/13/72016 tanggal 03 Maret 2016, berkedudukan di Jalan
Kartini No. 13 Muntilan dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN, yang untuk selanjutnya discbut “PIHAK KEDUA™
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat disebuwt
KEDUA BELAH FIHAR.

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara vang mendapat tugas
dari pemenntah untuk mengelola Tabungan Han Tua dan menvelenggarakan
pembayaran pensiun Pegawai MNegeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemenntah
Momor 25 Tahun 198] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Womor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemeriniah Nomor 70 Toahun 2015 teniang
Jarminan Kecelokaan Kene dan Jaminen Kematian bagi Pegawm Aparatur Sipil
MNegara sebapaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017, vang mendapat tugas untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawal Aparatur Sipil Megara dan Pejabat Negara,

bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakil Umum milik Pemenntah Daerah
Kabupaten Magelang vang bergerak dalam bidang keschatan, dalam hal ini
berkewajiban melaksanakan perawatan dan pengobatan kepada Peserta Program JEK
yvang mendapatkan kecelakaan kena;

bahwa guna memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat
Megara, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, KEDUA BELAH PIHAK scpakat
untuk melakukan kerjasama dalam rangka Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil
Megara { ASN), Pejabat Megara serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami
kecelakaan kena

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,. KEDUA BELAH PIHAK sepakalt untuk
mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja
FT TASPEN (PERSERCY) (selanjutnya disebut Perjanjinn) dengan prinsip saling
menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling
menguntungkan, dengan syaral dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian

Dalam Penjanjian ini yang dimaksud dengan :

L

Peserta adalah Pepawai ASN yang meliputi Pegawai Negen Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Megara serta Pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) vang menerima Gaji yang
dibiavai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN dilingkengan Kementenan Pertahanan dan
Pegawm ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadic
a dalam menjalankan tugas kewajiban,
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b. dalam keadaan lain vang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu
disamakan dengan kecelakaan vang tenadi  dalam  memjalankan tugas
kewajibannya;

¢ karena perbuatan anasir yang tdak bertanggungjawab atsupun sebagai akibal
tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

d dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kegja atau sebaliknya; dan/atau

e. yang menyebabkan penvakit akibat kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa
perlindungan atas risike kecelakaan kerja atau penvakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Pasien adalah Peseria yang mengalami Kecelakaan Kena yang mengakibatkan luka-
luka dan cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan, hilangnya nyawa atay
kematian yang dijamin dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Rujukan adalah pengiriman pasien untuk melanjutkan pengobatan ke fasilitas
keschatan ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak
dibatasi oleh wilavah administrasi.

Visum Et Repertum (V.E.R) adalah Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan

atas permintaan yang berwenang, vang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu

vang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan bukti, berdasarkan sumpah jabatan,

_:I:rla bgrggsurknn pengetabuannya yang sebaik-baiknya (Staatsblad Tahun 1937
omor 350,

Resume Medis adalah ringkasan pelayanan vang diberikan olch tenaga keschatan,
khususnya dokter selama masa Perawatan hingga Pasien keluar dan rumah sakit baik
dalam keadaan hidup maupun meningial dunia

Surat Jaminan adalah surat vang diterbitkan oleh PIHAK KESATU sebagai
jaminan atas bwmya Perawatan Pasien vang memnjadi tanggung jawab PIHAK
KESATU sesuni batas dan ketentuan vang beriaku.

Perawatan adalah semua jenis pelavanan dan tindakan medis berupa pemenksaan
dasar dan penunjang, Perawaten tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap Kelas |
Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara, Perawatan intensif,
penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat keschatan dan implant,
jasa dokter'medis, operasi, transfusi darah, dan/atau rehabilitasi medik vang
diberikan terhadap Peserts yvang mengalami Kecelakaan Kerja vang ditanggung
oleh PIHAK KESATL,

Rawat Jalan adalah Perawatan kepada Pasien yang dilaksanakan di Rumah Sakit
tanpa dilakukan mawat inap.

Rawat Inap adalah Perawatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap paling
kurang sehari {(>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan

Pelayanan Gawat Darurat adalah Perswatan yang diberikan dalam keadaan gawat
darurat.
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Ruang Rawat Khusus adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimana Pasien
menginap di ruang yang membutuhkan Perawatan khusus yang meliputi ruang rawat
frtensif Care UmitICU Dewasa, lwensif Cor Care UnitlCCU, High Care
i’ HCU, dan Pelavanan Jantung TerpaduPJT (Ruang Rawat Biasa, /mfermediare
Ware, CICU) sesuai keadaan Pasien

Pelavanan Khusus adalah Perawatan vang diberikan di luar ketentuan vang berlaku
dan perlu mendapat tindakan medis berdasarkan rekomendas: dokter vang merawat,

Operasi adalah tindakan bedah {(operasi kecil, operasi sedang, operasi besar) vang
meliputi jasa dokter bedah/jasa dokter anastesi, pemakaian kamar bedah, pemberian
ohat-obatan serta alat kesehatan Jenis-jenis operasi berdasarkan kriteria yvang telah
disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Emergensi adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis
segera dan apabila tidak dilakukan dapat berakibat Fatal,

Apotek adalah Pelaksana Pelavanan obat-obatan mulik PIHAK KEDUA yang
membenikan pelayanan kepada Pasien PIHAK KESATU berdasarkan resep dokier
dan fasilitas keschatan vang bekerjasama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan
indikasi medis.

Obat generik adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif vang

terkandung di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan
nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.

Obat generik berlogo adalah obat genenk yvang menvandang logo dan diproduksi
oleh pabrik farmasi vang sudah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat vang Baik
{CPOB),

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi sebagai berikut:
2. Penanganan dan Perawatan Pasien;

b. Pemberian Surat Jaminan;

¢ Penyelesaian Pembavaran Perawatan.

i1} Maksud Perjanjian ini adalah sebaga pedoman dalam memberikan Perawatan kepada

Pasal 3
Maksod dam Tujuan

Pasien sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.

(2} Tujuan Peganjian ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling

menguniungkan bagi KEDUA BELAH PIHAK dalam upava memberikan
pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peseria dengan menghargai
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bidang usaha masing-masing sesual dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

PFasal 4
Wewenang dan Tanggung Jawab

(1} PIHAK KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

a
b
C.

menetapkan Pasien berhak atau tidak mendapatkan jaminan Perawatan;
menerbitkan Surat Jaminan untuk ditujukan kepada PIHAK KEDUA;

menjamin biaya Perawatan Pasien sebagaimana ditetapkan dalam Peraiuran
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan
Kena dan Jaminan Kematian Bagm Pegawal Aparatur Sipil Megara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2017.

{2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab:

4.

membenkan informasi awal kepada PIHAK KESATU apabila terdapat Pasien
yang telah mendapatkan Perawatan dan PIHAK KEDUA paling lambat 3 x 24
jam;

b. melakukan perawatan kepada Pasien;

melakukan rujukan dalam hal Rumah Sakit tidak dapat menangani Perawatan
Pasien,

menerbitkan surat keterangan berupa V.E.R (Visum Et Repertum) terhadap Pasien
atas dasar permintaan kepolisian dan PIHAK KESATU untuk kepentingan
penvidikan;

menerbitkan surat keterangan bahwa penyakit yang diderita Pasien merupakan
Penyakit akibat Kena atas permintaan dan PIHAK KESATU untuk kepentingan
penentuan Jaminan Kecelakaan Kenja.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK KESATL:

menerima jasa Perawatan untuk Pasien dan PIHAK KEDUA sesuai dengan
svaral dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

menerima laporan awal Perawatan Pasien dari PIHAK KEDUA ;

menerima jaminan bahwa Pasien mendapatkan Perawatan dari PIHAK KEDUA,
memantau  pemeriksaan terhadap Perawatan vang diberikan oleh PIHAK
KEDUA;

menerima rekomendasi‘rujukan Pasien untuk dialibkan ke Rumah Sakit lain
apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki peralatan vang cukup uniuk Perawatan
Pasien;

menerima kepastian bahwa Pasien mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan
kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA

FARAT

PIRAK | PIHAK 1

P |



menerima informas: dari PIHAK KEDUA tentang jemns Perawatan sesual dengan
keadaan Pasien;

apabila diperlukan dapat meminta penjelasan secara tertulis dan PIHAK KEDUA
tentang status sifat cidera Pasien;

menolak pembayaran biaya-biaya atas Perawatan yang tidak perlu. atau vang tidak
sesual dengan Perjan)ian ini;

menolak perubahan tanf vang discpakat vang tidak dilakukan sesual dengan
ketentuan dalam Perjanjian ini;

mengawasi tata laksana Perawatan di tempat PIHAK KEDUA sepanjang
Perawatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dinilai oleh PIHAK KESATU
kurang memenuhi persvaratan yang telah ditentukan,

meninjau kembali Perjanpian ini, apabila temyata PIHAK KEDUA melalaikan
kewajibannya,

memutuskan Perganpian 1tm apabila termyata PIHAK KEDUA melanggar
ketentuan dalam Perjanjian.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
o bersedin mematuln segala peraturan vang tferkait dengan program jaminan

kecelakaan kerja yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA kecuali
ketentuan pembayaran usang muka.

menyerahkan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam 3 han
kerja sejak Pasien dimwat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA

melakukan venfikas: atas tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA scsuai dengan
ketentuan yang berlaku;

membayarkan tagihan PIHAK KEDUA scsuai dengan tanif yang berlaku seiclah
dilakukan venfikas: dan dilengkaps bukt atas Perawatan paling lambat 14 (empat
belas) han kenja sejak berkas lengkap diterima dan telah dinyvatakan memenuhi
kriteria Kecelakaan Kerja dari BEN (Verifikasi dan Validasi BKN).

melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas laporan awal vang diterima
darn PIHAK KEDUA

mempergunakan resume medis yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana
mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis;

(3) Hak PIHAK KEDUA:

H

memintz konfirmasi dan PIHAK KESATU sehubungan Perawatan Pasien vang
akan dilakukan rawal inap dan mendapatkan Surat Jaminan dari PIHAK
KESATU,

menentukan Perawatan bagi Pasien sesuai denpgan keadaannya;

menerima pembayaran dan PIHAK KESATU atas biaya Perawatan vang telah
diberikan sesuai standar tanf vang berlaku,

menenma pembayaran tagihan aya Perawatan sesuai ketentuan yang diatur
dalam Pegjanjian ini,
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meninjau  kembali  Peganjian 1mi, apabila PIHAK @ KESATU melalakan
kewajibannya;
memutuskan Perjanjian imi apabila PIHAK KESATL melanggar ketentuan dalam
Penanjian ini,

{4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

i

menghubungt PIHAK KESATU untuk konfirmasi: indikasi Perawatan atas diri
Pasien untuk & Rawat lnap, guna memperoleh Surat Jaminan, kecuali untuk
keadaan gawat darurat,

menyedinkan fasilitas Perawatan dan penunjang medis bagi Pasien yvang
ditanggung PIHAK KESATU;

membenkan Perawatan kepada Pasien sesuai standar medis, standar mutw, dan
keselamatan vang berlaku,

memberikan laporan berupa resume medis Pasien tentang perkembangan/proses
Perowatan vyang ditanggung olch PIHAK KESATU scsuai prosedur dan
ketentuan yvang berlaku di PIHAK KEDUA setiap bulan dalam bentuk fard copy
dan soft copy,

menempatkan Pasien yang ditanggung PIHAK KESATU sesuai dengan Surat
Jaminan dan PIHAK KESATLU,

menjamin kebenaran data Pasien vang berhak mendapatkan Perawatan dari
PIHAK KESATU,

menyerahkan daftar tarif yang disepakati kepada PIHAK KESATU sebagai dasar
dalam menentukan besamya tagihan kepada PIHAK KESATU,

menyampaikan tagihan atas biaya Perawatan Pasien kepada PIHAK KESATU
scsudl dengan hak Pasien vang tercantum dalam Surat Jaminan atau mengacu
pada tanf yang disepakati;

menagih kelebihan bigya (evcess charge) kepada Pasienkeluarganya sebagai
akibat Perawatan melcbhihi standar yang ditentukan:

membenkan nncian biaya staw keterangan medis mengena Pasien apabila
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh PIHAK KESATU,

Pasal 6
Prosedur Penanganan dan Perawatan Pasien

(1) PIHAK KEDUA membenkan Perawatan kepada Pasien melalw prosedur pelayanan
vang berlaku sebagai berikut |

& PIHAK KEDUA meneliti eligibilitas Peserta yang mengalami kecelakaan kerja
b. PIHAK KEDUA membantu peserta menghubungi pihak terkait untuk mengisi

data dan formulir Laporan Kecelakaan kerja Tahap | (TASPEN-1) sebagaimana
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini,
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(4)

¢ Apabila diperlukan penanganan lebib lanjut PIHAK KEDUA dapat merujuk
Pasien ke
al Fasilitas kesehatan vang menjalin kerjasama (PKS) dengan PIHAK KESATU

disertai surat rujukan, salinan surat jarmnan, laporan sisa plafon yang masih
tersedia, atau;

b} Fasilitas kesehatan yang bidak menjalin kerjasama dengan PIHAK KESATU
dengan ketentuan mckamsme penggantian (reimburse) kepada pasien sebesar
sisa plafon vang masih tersedia.

d PIHAK KEDUA wajib mengisi formulir Laporan Kecelakaan Kerja Tahap 11
(TASPEN-2) sebagaimana dalam Lampiran II Perjanjian ini jika perawatan
dinyatakan selesai

g Dokter PIHAK KEDUA wajb mengmsi formulir Surat Keterangan Dokter
{TASPEN-3) schagaimana dalam Lampiran Il Perjanjian ini untuk setiap kasus
kecelakaan kenja;

£ Pada kasus penvakit akibat kerja Dokter PIHAK KEDUA wajib mengisi formulir
Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja (TASPEN-4) sebagaimana dalam
Lampiran IV,

g Setiap akhir bulan PIHAK KEDUA membuat daflar tagihan kepada PIHAK
KESATU disenai dokumen sebagni berikut:

a Surat Permintaan Pembayaran (terlampir nomor rekening RS) dan rekapitulas:

tagihan;

Fotokopi Surat Jaminan,

Kuirtansi asli (bermaterai cokup) dan rincian biaya Perawatan:

Formulir TASPEMN-1;

Formulir TASPEN-2 (jika telah dinyatakan sembuh oleh dokier)

Formulir TASPEN-3

Formulir TASPEN-4 (jika kasus Penvakit Akibat Kerja),

Resume Medis {Rawat Inap dan Rawat Jalan);

Dokumen pendukung (Fotokopi : Hasil laboratorium, radiologi, transfusi, dan

laporan operasi),

1 Surat Rujukan (khusus untuk rawat map atau tindakan khusus);

K. Surat Pengantar Kontrol,

~EFR M EP T

PIHAK KEDUA membebaskan Pasien dari prosedur pembayvaran uang muka buaya
Perawatan.

Apabila pasien membutuhkan rawat map maka PIHAK KEDUA diwajibkan
menyediakan ruang rawat inap kelas L

Apabila ruang rawat inap kelas | tidak tersedia karena penuh, maka untuk sementara
FIHAK KEDUA dapat memberikan ruang rawai inap kelas yang lebih rendah
kecuali atas permintaan pasien untuk mendapatkan ruang rawat map kelas vang lebih
tingg atas beban vang bersangkutan




{5) Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis PIHAK KEDUA bagi Pasien
mengutamakan obat-obat dalam daftar Formularium MNasional (Fomnas)

Pasal 7
Prosedur Penjaminan Perawatan

{1} Apabila ada peserta yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan maka
PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK KESATU melalui
telepon dalam waktu paling lama 3 x 24 jam,

{2} PIHAK KESATU berkoordinasi dengan BPIS Kesehatan, Jasa Rahana, dan Instans
Peserta untuk menentukan pihak penjamin perawatan.

{3) Apabila bukan kecelakaan kena maka pihak penjamin adalah BPJS Kesechatan atau
Jasa Raharja

{4) Apabila kecelakaan lalu lintas dan merupakan kecelakaan kerja maka prhak penjamin
pertama (Premary Payer) adalah Jasa Raharja dan pihak penjamin kedoa (Secondary
Payer) adalah PIHAK KESATL.

(5) Dalam hal pihak pemjamin adalah PIHAK KESATU maks PIHAK KESATU
menerbitkan Surat Jaminan sesual ketentuan PIHAK KESATU dalam waktu 3 (tga)
han kerja sejak laporan lisan diterima dari PIHAK KEDUA

{6) Jika dalam waktu 3 han kena mstans: peserta tidak menerbitkan Laporan Kecelakaan
Kerja Tahap | (TASPEN-1) vang merupakan dasar penerbitan Surat Jaminan maka
PIHAK KESATU tidak menerbitkan Surat Jaminan,

{(7) FIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan dan Perawatan terlebih dahulu
kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat vang membutuhkan rawat inap, dan
kemudian menghubungi PIHAK KESATU dalam wakito 3 x 24 jam uniuk
pengurusan Surat Jaminan.

(B} Surat jaminan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU merupakan jaminan Biaya
Perawatan yang ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KESATU.

{9) PIHAK KESATU menjamin biaya Pernwatan rawat inap kelas 1, dan apabila Pasien
di rawat inap di atas kelas 1, maks kelebihan biava Perawatan dibebankan kepada
Pasien.

Fasal 8
Biava Pernwatan

(1) PIHAK KESATU memberikan penggantian biaya atas jasa Perawatan kepada
PIHAK KEDUA berdasarkan pengajuan klaim sesuai Perawatan yang dilakukan

| PARAF :
PHIAK | | PIHAK D

A~ [

9



olech PIHAK KEDUA menurut tanf yang berlaku pada PIHAK KEDUA maksimal
sebagaimana dalam Lampiran V Perjanjian ini,

(2) KEDUA BELAH PIHAK dapat melakukan pemnjauan kelayvakan besamva tanf
sesusl perkembangan braya Perswatan vang berlaku.

{3) Setiap usul perubahan dafiar tarf harus dikoordinasikan KEDUA BELAH PIHAK
untuk discpakati dalam wakiu paling lambat 14 (empai belas) hari kerja sebelum
diberlakukan tanf baru tersebut,

(4) Selama belum terdapat kesepakatan mengena tarit baru Biava Perawatan, PIHAK
KEDUA tetap melaksanakan kewajiban memberikan Perawatan kepada Pasien
dengan tanf lama sebelum ada perubahan

(5) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat (1), maka segala akibat keuangan
(Onansial) vang terjadi akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA melalw
pemotongan langsung oleh PIHAK KESATU terhadap pembayaran klaim biaya
Perawatan vang digjukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU,

Pasal 9
Binva Rehabilitasi Medik

(1) PIHAK KESATU memberikan penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian
alat bantu {erthose) dan'atau alat pengganti (provhese) kepada Pasien, satu kali untuk
setiap kasus dengan patokan harga vang ditetapkan oleh Pusat rehabilitags Rumah
Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40 %3 (empat puluh persen) dari harga tersebut

(2) Biaya rchabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak scbesar
Rp2 60000000 (dua juta enam ratus nbu rupiah).

Fasal 10
Biava Penggantian Gigi

Biaya penggantian gigi tiruan yang diberikan PIHAK KESATU kepada Pasien sesum
dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp. 3.900.000,00 (tga juta sembilan ratus ribu
rupiah) untuk setiap kasus,

Pasal 11
Hal-Hal Yang Tidak Ditanggung Pihak Kesatu

PIHAK KESATU tidak menanggung biaye Perawatan untuk kasus-kasus tersebut

dibawah mi;

a Kecelakaan vang terjadi pada waktu cuti atau har libur lainnya, dimana yang
bersangkutan bebas dari  wrusan pekegaan  vang menjadi  tugas  dan
tanggungjawabnva;
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b kecelakaan vang tepadi di mess'‘perkemahan vang tdak berada di lokasi tempat
kena;

¢ kecelakaan vang terjadi di luar wakiu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan
yang bukan merupakan tugas dan atasan untuk kepentingan instansi;

d  kecelakaan vang tegadi pada waktu vang bersangkutan meninggalkan tempat kerja

untuk kepentingan pribadi.

contoh: perg untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika instans:

vang bersangkutan menvediakan fasilitas makan

Penvakit vang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik;

Percobaan bunuh diri;

Pengobatan tradisional;

Semua obat'vitamin vang tidak ada hubungannyva dengan kasus kecelakann kerja atan

penyakit akibat kerja,

Semua obat kosmetik, obat posok seperti minvak kavu putih dan sejenisnya;

Operasi plastik dengan tujuan kosmetik;

kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakoukan kegiatan yang bukan

berhubungan dengan kedinasan;

Penyakil vang sudah dimiliki sebelumnya (underlyving disease) yvang diperberat oleh pekerjaan;

m Kasus meninggal mendadak yang terjads tidak di lokasi tempat kenja

e =

Fll.r-. —

I

Pasal 12
Tata Cara Penagihan dan Pembavaran

(1) PFIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya Perawatan kepada
PINAK KESATIL.

(2) PIHAK KEDUA menginmkan tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima)
bulan berikutnya.

(3) Tagihan dan PTHAK KEDUA atas klam biaya Perawatan untuk Pasien kepada
PIHAK KESATU akan dibavarkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han
kerja, sejak tanggal diterimanya tagmhan/imvoice dari PIHAK KEDUA dan dokumen
dinyatakan lengkap dan telah dinvatakan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja dani
BEM (Verifikasi dan Validasi BKN)

(4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, PIHAK KEDUA belum menyampaikan dafiar
Tarif kepada PIHAK KESATU untuk disepakati bersama, maka PIHAK KESATU
berhak membayar sesuai tarif’ lama vang sudah disepakati bersama oleh KEDUA
BELAH FIHAK

(3) Dokumen pendukung agihan klaim adalah:
d) Surat Permintaan Pembayaran (terlampir nomor rekening RS) dan rekapitulasi
tagihan;
b} Fotokop Surat Jaminan;
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(@)

(7

(%)

(k]

i

Kuitansi asli (bermaterai cukup) dan nincian iaya Perawatan;

Formulir TASPEN-1,

Formulir TASPEN-2 (jika telah dinyatakan sembuh oleh dokiter);

Formulir TASPEN-3;

Formulir TASPEN-4 (jika kasus Penyakit Akibat Kerja);

Resume Meadis (Rawat Inap dan Rawat Jalan);

1} Dokumen pendukung (Fotokom : Hasil laboratonum, radiologi, transfusi, dan
laporan operasi);

1 Surat Rujukan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus),

k} Surat Pengantar Komtrol,

PIHAK KESATU terlehih dahulu menelii dan melakukan pemeriksaan atas
kelengkapan dokumen tagihan sebagmimana dimaksud pada ayat (5) vang telah
dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau
apabila PIHAK KESATU masih memerlukan dokumen tambahan maka PIHAK
KESATU wajib menginmkan sural pemberitahuan kepada PFIHAK KEDUA agar
melengkapt dokumen vang dimaksudkan,

PIHAK KEDUA wapb untuk segera melengkam dokumen sesual  surat
pemberitahuan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
mengirimkannya kepada PIHAK KESATU dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah menenima surat pemberitahuan

Ep=s8 B0

Pembavaran klaim-klaim dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening
PIHAK KEDUA, yaitu:

Atas Wama  BSUD MUNTILAN

Mama Bank : BANK BPD JATENG CABANG MUNTILANM
Momor rekening - 1062 000666

Bukti Pembayaran di fax atau di emailkan dan ditujukan kepada:

Nama . PT TASPEN [ Persero) KCU Semarang cq Subaryo
Jabatan  Account Officer

Email . a0_taspensemarangidyahoo com

No. Fax C(024) 8415004

Biava transfer ditanggung oleh PIHAK KESATT.

Pasal 13
Masa Berlaku Perjanjian

Masa berlakunya Perjanjian ind selama 2 {dua) tahun, terhitung mulai tanggal 01-11-
2018 sampai dengan 30-10-2020

Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka wakiu tertentu,  dengan
pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh KEDUA BELAH PIHAK paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.

PARAF
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(3)

{1

2

&

)

i)

Apabila Perjanjian imi telah berakhir masa berlakunva dan KEDUA BELAH
PIHAK sepakat untuk melamjutkan kerasama sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangam oleh KEDUA
BELAH PIHAK, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Peganjian ini masih
tetap berlaku,

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

Penanjian ini dapat diakhin dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan
Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Perjanjian dapat berakhir'batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan Pemenntah yang tidak memungkinkan berlakunya
Penanjian ini.

Apabila Penjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka
pengakhiran Perjanjian i tdak mempengaruhi hak dan kewajiban KEDUA
BELAH PIHAK yang masih harus discicsaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari
pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian im

Dalam pengakhiran Perjanjian  mi KEDUA BELAH PIHAK sepakat
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indoneszia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

Pasal 15
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah segala keadaan
atau penstiwa vang tenadi di luar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK, termasuk
namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, hure-hara, epidemik,
kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional,
kerusakan jaringan listnk, kerusakan sistem dan komunikasi dari salab satu pihak
ketiga yang jasanya dimanfastkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara
langsung untuk terlaksananya Perjanjian im

Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau penstiwa schagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Peranjian ini menjadi
terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian vang timbul
menjadi tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dan hal i tidak dapat dijadikan
alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnva dan
atau memutuskan Perjanjian ini,




(3)

(3)

(1)

(2)

[alam hal terjadinya keadaan memaksa (force marenre/ sebapaimana dimaksud pada
ayat (1), schingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka
pthak yang mengalami keadasn memakss wajib memberitahukan secara tertulis
mengenai tenadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat § (lima)
Hari Kerja terhrtung sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) dimaksud.

Apabila dalam 5 (lima) Harn Kerja sejak tanggal diterimanva pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tangpapan dari pihak yang
menenma pemberitahuan, maka adanya penstiwa dimaksud dianggap telah disetuju
oleh pthak yang menenma pembentahuan

Pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeurs; harus melaksanakan
kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa
berakhir,

Keadnan memaksa (force majenre) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
Peganjian ini baik sebagian maupun selurubnya tidak merupakan alasan untuk
pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan
untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa force majenre)
berakhir,

Pasal 16
Femberitahuan

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi sclama Penjanjian  berlangsung dapat
dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surai, atau e-mail apabila tertulis harus
ditandatangani oleh phak vang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di
bawah ini:

PIHAK KESATLI, PIHAK KEDUA,

T TASPEN (PERSERD ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG 1. Kartini Nomaor 13, Munditan

1l Mataram No_ 802804, 80247 Email rsudkabmgh@gmail. com

Call Center 1500919 Hunting 0203 SR 7004

Taspen Semarang 024-83 14225 Fax 0293-587017

Fax 024-8314225

ALY Subaryod Agus Purwoko
OR1901 TAERI4/08 32003 1 200
Email : 20_taspensemarangi@vahoo com

Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis
dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian im paling lambat 14
{empat belas) han kerga sebelum perubahan alamat dimaksed berlaku secara efektif
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Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

{1} Apabila timbul perbedsan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan
Perjanjian i, maka KEDUA BELAH PIHAK gkan mengutamakan penyelesaian
dengan cara musvawarah.

{2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana vang dimaksud dalam ayat
(1) maka penvelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negen Semarang.

(3) Selama proses Penyelesaian Persehsihan, Peangian im tetap berlaku dan KEDUA
BELAH PIHAK harus tetap menvelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing
sampai  dengan perselisihan fersebut memperoleh keputusan yang mempunyal
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18
Penutup

(1) Hal-hal wvang belum cukup diatur dalam Perjanpan mi, atau memerlukan
penyelesaian lebih lanjul akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh
KEDUA BELAH PIHAK.

{2) Setiap perubahan yang menvangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini hanis
disepakati terlebih dahulu oleh KEIM/A BELAH PIHAK dan menjadi bagian vang
tidak terpisah dan Perjanjian ini.

(3) KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk saling menjags kerahasigan informasi
sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kernhasiaan dan/atau informasi harus dibuka
karena ketentuan hukum

(4) Perjanjian imi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyvai kekuatan hukum vang
sama, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak sesast setelah
Penanpian im ditandatangani.

/

JTAMBOS HUTABARAT
Kepala FT TASPEN {Persero)
Eantor Cabang Lliama Semarang
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